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Peraturan Daerah Kota Besar Surabaja
Mo. 25 tahun 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

~PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaja mengenal urusan
daerah Kota Besar Surabaja”.

pasar dalam

Pasal |,

Ketentuan-ketentuan peraturan Ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan
darl ,Peraturan Pasar Surabaja” Kota Besar Surabaja jang ditetapkan pada tanggal 9
Okrober 1949 sebagal telah diubah dan ditambah terachir dengan peisiuran daerah
pada tanggal 31 Maret 1932 [ang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepata Daerzh
Propinsi Djawa Timur di Surabaja pada tanggal 3 September 1952,

Pasal 2

Peraturan daerah int jang dapat disebut ,Peraturan Pasar Kota Besar Surabaja”
mulai beriake pada tanggal 15 Agustus 1955,

Kepala Daerah Keta Besar Ditetapkan oleh Dewan Perwakifan Rakjat

Daerah Sementara Kota Besar Surabaja

Surab
uradeja pada tanggal 10 Agustus 1955,
t.t
R.P.A. MAKMOER Ketua,
YWakil t. e

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarna :

Sekertaris,

MOH JACOEB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat
keputusannjz No, 0/8.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955,

Diundangkan dalam Tambshan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15
Agustus 1955 Saerie B No. [1.
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+PERATURAN PASAR SURABAJA”

lang dimaksud dalam pasal | ,Peraturan Pasar Kota Besar Surabala”.

Pasal |I.

Dalam peratursn inl jarg dimaksud dengan :

v Pasar:

Ja'nl tempat pendjualan umum, dimana para pedagang blasa datang berkum-
pul untuk menghldangkan dan mendjual barang dagangannja.

I Pasar Kota :
Ja'ni pasar mifik dari dan dikuasai oleh Kotapradja Surabaja.
Pasar Partikelir :
Ja’ni pasar lain darlpada jang disebut dalam sub b.

4  Los Pasar:

Ja’ni bangunan jang beratap, baik gedung, maupun bangun-bangunan lainn]s,
hoedindtag atau tidak, Jang dipergunakan untuk menghidangkan dan mendjual barang.
buiang dagangan.

Perumahan Pasar :

ja'nl semua bangunan jang berdirt dipasar, selain los pasar.
I. Lapangan Pasar :

Ja'ni latn-tajn baglan dari pasar.
v Tempat hidangan (uitstalplaats) @

Ja'ni tempat didalam los-pasar atau dilapangan pasar jang melulu dipergunaksn
vlah sipemakai untuk menempatkan barang-barang dJigangannja dan alat-alat jang
prtld untuk mendjalankan perusahzannja.

. Tempat pemberhentian :

Ja'ni bagian dari lapangan pasar, jang melulu dlperuntukkan penempatan
l---l-tl. tjikar, dokar atae lain kendaraan pengangkutan bermotor atau tidak atau
v an penghela { pengangkut.

1. Pendjadja :

Ja’ni pedagang ketjil jang menurut pertimbangan sinder atae wakilnja diper-
bainkan mengambil tempat jang tidak tetap, misalnja pendjual es, setroep-limun,
bu. e-kuwe dan hain-lain sedap-sedapan atau rokok serta/bahan-bahan pertengkapannis.
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] Dewan Perwakilan Rakjat Daerah [ Kota :
Ja’ni Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Surabaja.
k. Kepala Daerah :

Ja'nl Kepala Daersh Kotapradja Surabaja.

TENTANG PASAR PARTIKELIR DAN HIDANGAN
JANG DIADAKAN DIDJALAN UMUM

Pasal 2,

i Pilarang mengadakan pasar partikelir dalam daerah Kotapradja Surabaja de-
ngan tidak mempunjai surat idzin dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

@) Permohonan untuk mengadakan pasar partlkelir diadjukan dengan perantaraan
Kepala Daerah disertal dengan pembajaran uang sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah
dikas Kotapradja untuk blaja pemeriksaan.

(3) Surat permohonan harus

memuat keterangan |ang menurut pertimbangan
Kepala Daerah dianggap perlu.

4 Permohonan surat ldzin ini selekas mungkin diumumkan dengan tjara penem-
pelan pada lapangan Jang akan diperuntukkan pasar it dan sedapat mungkin para

pemiltk dan penduduk persii sekitarnja diberitzhukan setjara tertulis tentang permo-
honan ini.

i5) Dalam |4 hari sesudah penempefan Itu dilakvukan sebagal termaksud dalam
ajat (4) diatas, imaka keberatan, baik setjara tertulls maupun lisan diadjukan kepada
Kepala Daerah,

(6) Permohonan idzin dapat ditolak :
a. berhubung dengan kepentingan umum;

b. djtka ada keberaran jang diadjukan oleh para pemilik atau penduduk per:il
sekitarnja, oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dianggap beralasan.

{7 Dalam surat idzin [ty ditjantumkan perdjandjlan mengenai ketertiban umum,
kerapihan dan kebersihan, sedang dalam surat idzin itu disebut djuga uang penggan-
tlan sebanjak-banjaknja jang dapat dipungut oleh para pendjual dipasar.

{8) Pemegang idzin diwadjibkan mengumumkan uang penggantlan sebanjak-banjak-
nja |ang termaksud dalam ajat (7) dlatas, pada tempat jang oleh umum dapat dilihat
dengan terang, dekat pintu pasar partikelir itu,

Pasal 3.

(1) Idzin jang tersebut dalam pasal 2 aJat (1}, dapst ditjabut oleh Dewan Perwa-
kilan Rakjat Daerah karena melanggar sjarat-sjarat darl Peraturan inl atau kare-
na tidak memenuhl perdjandjian dalam idzin, Jang diberikan.
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] Idzln ditjabut pula:
4, atas permintaan pemegang [dzin;

b. djika menuruc pendapat Kepala Daerah, perusahaan jang bersangkutan ber
henti bekerdja, atau sebagian jang terbesar dari perusahaan itu sudab ditutup.

{n ldzin tidak berlaku lagi, karena meninggalnja pemegang idzin atau djika in)
merupakan badan-hukum, karena pembubaran badan itu.

TENTANG PASAR KOTA
Pasal 4.

{1)  Kepala Daerah menentukan bekas pasar Kota mana jang diselenggarakan seba-
gs! Pasar Kota, untuk singkatnja selandjutnja disebut pasar.

(1} Pasar itu dipisahkan dari lapangan lain atau djatan sekitarnja dengan tands-
1anda jang terang.

f)  Los pasar, perumahan pasar dan tempat pemberhentian diberi tanda jang te.
1sug tentang peruntukkannja,

Pasal 5.
(n Pasar ltu dibuka djam 5 pagi hingga djam 7.

h Kepala Daerah dapat menundjuk pasar pasar jang dibuka atau djuga dibuks
wwdah djam 7.

Pasaf 6.

Orang jang ingin menawarkan, menghidangkan, mendjadjakan barang dagang-
thnfs atau mendjalankan pekerdjaan atai perusahaannja atazu menginginkan tempat
pemberhentian diharuskan :

2. berhubungan dengan mantri/sinder pasar atau wakilnja, agar supaja djika perlu
dapat ditundjukan tempat jang disediakan untuk Itu;

b. pada waktu mempergunakan tempat Jang diberikan itu membajar uang peng-
gantian jang telah ditetapkan sesual dengan pasal 7;

¢ selama la ada dalam pasar, memperhihatkan kepada pegawai tersebutr dalam
pasal 16 ajat {l} atas permintaannja, surat tanda, bahwa mereka mempunjal
hak atas tempat jang dipakal Itu untuk/sebagali pendjadja diperbofehkan men-
djalankan pekerdjaannja;

d. mentaatl betul semua petundjuk dari pegawal tersebut dalam pasal 16 ajat ()
bagi kepentingan ketertiban, kerapihan kebersihan dalam pasar.
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Pasal 7.

() Dewan Perwsakilan Rakjat Daerah menetapkan dengan pelaksanaan tarip-tarlp

harian Pasar Kota jang dapat dipungut sebanjak-banjaknja untuk:

ke-1. mendjalankan pekerdjaan atau perusahaan didalam pasar ;

ke-2. tempat hidangan dilapangan-lapangan pasar;

ke-3. tempat-tempat hidangan dios-los pasar;

ke-4 perumahan pasar;

ke-5 tempat-tempat pemberhentian untuk kendaraan bermotor. sepeda, tjikar, ken-

daraan penumpang dan kendarsan pengangkutan, demikizn pula untuk hewan
penghela dan atau pengangkut.

1) Kepala Daerah dengan memperhatikan tarip-tarlp sstinggi~tingginja sebagal
dimaksud dalam afat (!) dapat menetapkan kemudian tarip untuk tiap-tiap pasar Kota
melihat besar dan pentingnfa pasar Itu. Dalam menetapkan tarip-tarip Inl harus di-
perhatikan keadaan apakah peredaran uang pas dari satu sen mentukupi kebutuhan.

(3) Untuk pasar-pasar sepertl termaksud dalam pasal 5 ajat (2) ketjuali tarlp-tarip
harian, sepertl termaksud dalam ajat () darl pasal ini, ditetapkan pula tarip-tarip
untuk masa-masa :

a. mulal djJam |7 hingga djam 24 ;
b. mulal djam 0 hingga djam 5 pagi;

untuk masa-masa inl dipungut setinggi-tinggin]a separo darl tarlp-tarlp harian pasar
jang bersangkutan jang diterapkan menurut ajat (2) pasal inl,

{4 Tarip-tarlp jang ditetapkan dehgan memperhatikan ajat (1) dicempelkan pada
pintu pasar Jang bersangkutan setjara Jang dapat dilihat terang oleh umum dengan
tulisan bahasa Indonesta.

Pasal 8.

() Kepada slpemakal fang terussmenerus mengundjungi pasar dan menghendaki
tempat hidangan fang tetap, dapat diberikan tempat atas permintaannja cleh Kepala
Perusahaan Pasar dengan pembajaran uang penggantlan |eng berdjumlah sedikitnja
25 kall tarip-tarip harian untuk tempat meluly dipakai pada siang hari, dan sedikit-
dikitnja 30 kalt tarlp~-tarlp harian untuk pendjualan slang dan malam harl.

Pambajaran uarg penggantian Inl dibajar terlebih dahulu dan dilakukan pada tanggal
saty dar} tlap-tiap tahun almanak.

(2) Langganan bulanan Jang disebut ajat (1) diatas dianggap diperpandjang dengan
waktu fang sama, apablla sipemegang selambat-tambatnja 5 hari sebelum waktu Jang
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derdjalzn dtu habls, menjatakan kebendaknja, kepada mantri/sinder pasar dan ta-
msniruh keberatan wakru itu diperpandjang.

i Djika satu tempat dikehendskl oleh beberapa orang, maka pemberian tempat
wu didjalankan dengan wundlan fang diadakan dihadapan Kepala Perusahaan Pasar
v waklinja,

Waktu dan harl undian harus sedikit-dikitnja 5 harl sebelum penjelenggaraan undlsn
dumumkan dipapan maklumat dipasar jang bersangkutan.

Pasal 9.

th Sipemakal Jang sekurang.kurangeja selama satu tahun telah mempunjal salah
#ln tempar pendjualan jang tetap dazn berhubung dengan keperluan jang penting
wnuk sementarz waktu harus meninggslkan Kota, akan tetapi masih menghendak)
smpat jang lama Itu djika Ia kembali lagi, berhak atas tempat Jtu dalam waktu
peiing lama 9 bulan.

in la diharuskan ;nembalar dulu uang penggantian (retributle) penuh untuk se-
be-a ia pergl kepada Kepala Perusahaan Pssar jang memberikan pembajaran schagal
pornfataan, bahwa sipembajar masih mempunjai hak atas tempat itu.

1h la diperkenankan dalam idzin Kepala Perusahaan Pasar untuk waktu jang telah
dufndjikan ity menundjuk gantinja jang mempunjai hak memakal tempatnja selama
seomegang itu pergi.

h Penggant| tempat ity harus membajab uang penggantian djuga tlap-tiap bulan-
me teperti sipemegang tempat semula dan selandjutnja cunduk pada paszl 8 dari
prorturan {ni.

'l Djika slpemegang tak mempergunakan haknja untuk menundjuk penggantinja,
w.ha terhadap tempat itu mantel pasar mempunjai kekuasaan untuk mendjafankan
posl 10 ajat (4} darl peraturan inl. :

i1 Sipemegang semula, djika ia kembali, mempunjai hak lagl untuk pemakalan tem-
p U, sedangkan penggantinja tak dapat berbuat apa-apa tentang hal inl

{y b4 sipemegang inl kemball sebelum waktu jang telah didjand|ikan ite habls, maka
k libebaskan pembajaran uang-penggantian untuk thap-tiap bulan almanak dari waktu
prr masih ketinggatan.

ih Djika jang berhak atas tempat itu sehabis waketu jang didjandjikan ta’ meminta
pobali tempat ini, maka pengganti tempat itu diperingatkan oleh Kepala Perusahaan
P untuk meninggalkan tempat Itu jang kemudian diundl menurut pasal 8.

Pasal 10.

i)  Tiap? pembajaran jang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 dilakukan dengan pem-
a0 kartjis acau dengan kartu langganan jang bentuknja ditetapkan oleh Kepala Daerah,



(ri) Kartjis dan kartu fangganan inl berlaku melulu untuk mereka Jang menerimanfa.

5} Sipemegang hak tak diperkenankan menjerahkan, atau memberikan tempat
hidangan untuknja kepada orang lain,

“ Tempat hidingan jang dipergunakan olebh Jang berhak pada harl sesudah pasar
dimulal dapat diberikan kepada orang lain oleh mantrl pasarfsinder pasar dengan ta-
rip harlan umum jang berlaku,

Pasal 1L

{) Dilapangan pasar tak diperkenankan para pemakal mendirikan bangun-bangunan
(opstallen) berupa apapun dengan tidak ada surat Idzin darf Kepala Daerah.

(2) Sipemakal diperkenankan mempergunakan pajung jang terlepas atau emperan
jang ringan untuk melindungi barang dagangannja menurut petundjuk mantri atau
sinder pasar. Pajung dan emperan ini sesudah habls pasar harus diambll.

Pasal 12.
Dilarang:

a. menghidangkan barang dagangan wuntuk didjual atau mendjalankan pekerdjaan
" atau peruszhaan ditempat laln bukan jang ditundjuk oleh mantrl, sinder pasar
atau waklinja;

b. menempatkan kendaraan, hewan penarlk atau pengangkut Jang disebut dalam
pasal 7 ajst (I) ke-5 ditempat lain fjang bukan tempat pemberhentizn jang
telah disedlakan;

c. didalam los, perumahan atau dilapangan pasar memakai tempat hidangan jang
lebik luas atau tempat lain dari pada jang telah dibajar untuk itu dan diberl-
kan kepadanja;

d. didalam los, perumahan atau dllapangan pasar menawarkan barang-dagangann|s
atau mendjzlankan pekerdjaan/perusshaannja atau berada sebagal pendjadja, des
ngan tak mempunjai surat tanda pembajaran uang-penggantian tempat atau ses
bagai pendjadja diperkenankan masuk pasar;

e. menempatkan kendaraan, hewan penghela atau pengangkut [ang disebut dalam
pasal 7 ajat (1) ke-5 ditempat pemberhentian-pemberhentian dengan tak mem:
punjai surat tanda pembajaran uang-peggantian untuk itu;

f. meninggalkan barang-dagangannja dipasar sesudah habis pasar, ketjuall dengas
idzin sinder atau mantrl pasar;

g. didalam pasar, pada perumahan atau fos pasar mengadakan penutupan ruan‘.
member) atap atau menambah dengan bangun-bangunan kaju dengan tide
mendapat idzin tertulls terlebih dahulu dari Kepala Daerah;

h. membawa sepeds kedalam perumahan atau los pasar atau menatkinja dile
pangan pasar;
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I diantara djam habis pasar dan djam pembukaan pasar berada dipasar, ketju-
sli dengan idzin mantrl atau sinder pasar untuk mendjaga barang dagangan
jang atas perkenan pegawai tersebut dicinggalkan dipasar;

| masuk kedslam pasar untuk mereka jang dihinggapl luka-luka jang djidjik;

k. masuk kedalam pasar untuk mereka jang buta, jang berpenjakit kusta atau
pengemis;

I didalam pasar mentjart keuntungan dengan memindjamkan uang;

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM
Pasal 13.

Barangsiapa jang melanggar peraturan Ind atau tidak memenuhl sfarat-sfarat
poy ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan ini atau perintah jang diberikan,
sionakan denda uang sebanjak-banjaknja seratus rupiah atau dihukum Kkurungan
slsma-lamanja satu bulan.

Pasal 4.

L'l Dengan tidak mengurangi' hukuman jang tersebut dalam pasal 13, maka sipe-
aggar diwadjibkan dalam waktu jang ditetapkan oleh Kepala Daerah, untuk mengha-
pukan, memperbaikl atau mengerdjakan perbuatan jang bertentangan dengan peratu-
tui wtau sjarat-sfarat jJang ditentukan dengan atau berdasarkan peraturan Inl stau
dsnjan perintah jang diberikan atau mengabalkan perintah itu.

¢/  Djlka sipelanggar atpa dalam hal ini, maka Kepala Daerah mempunjal kekvass-
v dengan tidak membert peringatan lagi menjelenggarakan pekerdjaan itu dengan
bisja sipelanggar.

Pasal 15,

"t Dengan tak memandang hukuman Jang dikenakan berdasarkan peraturan Ini,
wib ) ginder atau mantri pasar mempunjai kekuasaan melarang mereka jang berbuat
k- pntangan dengan peraturan atau perdjandjian jang ditetapkan atau perintah jang
diotikan dengan atau berdasarkan atas peraturan ini, untuk masuk pasar.

Hi Kepala Perusshaan pasar mempunjai kekuaszan sematjam Jang tersebut dalam
u+ diatas, akan tetapi Kepala ini dapat melarang orang masuk kepasar untuk selama-
hanfa satu minggu,

{"  Pada tiap-tiap pemakalan kekuassan jang disebut dalam ajat (1) dan (2} dibe-
inshykan kepada Kepala Daerah.

PEGAWA| PENJELIDIK DAN WEWENANGNJA,
Pasal &,

it Jang diwadjlbkan djuga untuk mengusut pelanggaran darl peraturan inl ja'ni
peeowal Perusabaan Pasar, Djawatan Kesehatan Kota, Djawatan Kehewanan, dan
# pawasan Umom.
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{2) Pegawai jang tersebut diajat diatas, setelah menundjukkan tanda-pegawals
berhubung dengan pengawasan atas pelaksanaan peraturan inf, berwenang mema.

suki fapangan atau persil jang menufut persangkaannja dapat dipergunakan se
bagal pasar,

Pemllik, pemakal, atau pengurus wadjib memperbolehkan mereka memasuki tempat itu,

Pasal 1IT.

(0 Peraturan Ini jang dapat disebut ,Peratyran Pasar Surabaja” berlaku pada har|
~ Noodverordening Pasarwezen Stadsgemeente Soerabaja” { Peraturan Pemerintahan
Balatentara dicetapkan dengan putusan Hoofd Ti|delijke Bestuursdienst Surabaja I8 Jull
1947 No. 135/]). Z./12) ditjabut.

(2) Pada waktu Peraturan Pasar Surabaja” berlaku, maka ,Verordening op het
Pasarwezen In‘de Gemeente Soerabaja” tertanggal |7 MNopember 1926, diumumkan
dalam Bijvoegsel Javasche Courant tertanggal 21 Desember 1926 No. 10{, jang me-
nurut : ., Noodverordening Pasarwezen Stadsgemeente Soeiabaja” fatsal 18, sedjak
tanggal 21 Juli 1947 tak didjalankan lagl, dihapuskan.

3) Semua idzin untuk mengadakan pasar partikellr jang diberikan menurut
«Noodverordening Pasarwezen Stadsgemeente Soerabaja” (Peraturan Militer Gezag Jang
ditetapkan menurut putusan Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Soerabaja” tertanggsl
18 Djull 1947 No. 135/ Z.[ 12}, dianggap telah diberikannja berdasarkan sjarat-sjarat
darl .Peraturan Pasar Surabaja™ ini.

Selama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengenal fatsal 7 ajat (1) dari ,Peraturan
Pasar Surabaja™ tgl. 19 Oktober 1949 ity belum mengadakan pelaksanaan menurul
peraturan perubahan Inl, maka berlaku tarip jang termaktub dalam putusan Dewan
Perwakilan Rakjat Sementara Kota Surabaja ctgl. 19 Oktober 1949 No. 73, jang me«
netapkan tarip-tarip harian setinggi-tingginja untuk pasar-pasar kota di Surabaa,




